
 

 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR  36 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN  

WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, maka besarnya biaya penunjang operasional 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 

ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli 

Daerah; 

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan 

belanja Bupati dan Wakil Bupati, perlu mengatur 

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil 

Bupati;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya 

Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati 

Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa  Tengah;  

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601);  



10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

serta Penyampaiannya; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 



Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 192); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);  

18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32); 

19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 

Nomor 53); 

20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan 

Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2021 Nomor 7); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA 

PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

TAHUN ANGGARAN 2021.  

 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Klaten. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Klaten.  

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung 

pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.  

7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah 

pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan serta lainlain pendapatan asli daerah yang sah.  

 

BAB II 

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL 

Pasal 2 

Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan 

untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.  

 

Pasal 3 

(1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 600.000.000,- (enam 

ratus juta rupiah) per tahun dengan rincian sebagai berikut:  

a. Bupati sebesar Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta 

rupiah) per tahun; dan 

b. Wakil Bupati sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh 

juta rupiah) per tahun.  



(2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan 

sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.  

 

Pasal 4 

Rincian Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:  

a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah 

Negara lain, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, 

Pemerintah Desa, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau 

kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan 

hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung 

pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;  

b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan 

untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan 

penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena 

kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, 

bencana yang menimpa warga/masyarakat;  

c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta 

dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik 

sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan  

d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai 

kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk 

masyarakat yang berprestasi, pelaku usaha, kegiatan olahraga, sosial, 

seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, 

dan pemberian aspirasi kepada orang dan/atau masyarakat yang 

membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati, diluar kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.  

 

Pasal 5  

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

diberikan terhitung mulai bulan Januari 2021.  

 

 

 



Mengesahkan 
Salinan Sesuai dengan Aslinya  

a.n  SEKRETARIS DAERAH 
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 
u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
             Cap 

      ttd 

Sri Rahayu, SH, MHum 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19700902 199903 2 001 

 

Pasal 6  

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati 

disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan 

Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, 

efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.  

 

Pasal 7 

Dana untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun Anggaran 2021.  

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Klaten. 

 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 23 September 2021 

             

BUPATI KLATEN, 

Cap 

        ttd 

SRI MULYANI 

 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 23 September 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap 

        ttd 

JAKA SAWALDI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 35  


